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Penetapan UMP
Harus Bijak

enetapan upah minimum provinsi (UMP) maupun
upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022
akhirnya diumumkan. Kementerian Ketenaga-
kerjaan (Kemenaker) memastikan ada empat daerah
yang tidak mengalami kenaikan UMP pada tahun

depan.

Keempat provinsi itu adalah Sumatera Selatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Dari 34
provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021-nya
ternyatalebih tinggidaribatasatassehinggaupah minimum2022

ditetapkan samadengan 2021.

Pemerintah dalam memutuskan penetapan UMP dan UMK
mempertimbangkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Data
tersebut berdasar atas berbagai angka acuan, baik pertumbuhan
ekonomi maupun pertumbuhan pendapatan domestik bruto
(PDB). Untuk catatan, pertumbuhan ekonomi kuartal I11/2021
sebesar 3,51% dankuartal 11/2021 tembus diangka 7,07%.

Tahap selanjutnya dewan pengupahan provinsi dan
kabupaten/kota akan menggelar sidang untuk menetapkan
besaran kenaikan UMP/UMK tahun 2022 yang akan diajukan
kepada gubernur/bupatiuntuk ditetapkan.

Formula baru penetapan UMP diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor36 Tahun2021 tentangPengupahanyang
merupakan pengganti dari PP Nomor 78 Tahun 2015. Amanat PP
Nomor36Tahun2021 tentang Pengupahan menjaditurunandari
Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada tahun lalu surat edaran penetapan upah minimum
tersebut diteken oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada 26
Oktober2020. Karenamasihmenunggurilis dataBPS disejumlah
daerah, paling lambat penetapan UMP ini dilakukan pada 21
November2021 dan UMK pada 30 November 2021.

Penetapan UMPmemangberlangsungalot. Pasalnya sejumlah
serikat buruh meminta kenaikan UMP tahun depan di kisaran 7-
10%. Sebagai gambaran bila aspirasi buruh soal kenaikan UMP
2022 dikabulkan naik sampai 10%, UMP di DKI Jakarta yang
semula Rp4,4 juta menjadi Rp4,8 juta. Apalagi buruh awalnya
sempat mendesak ada kenaikan 20% atau bila menghitung UMP
DKI sebagai contoh, maka angka UMP 2022 Jakarta bisa sampai

Rp5,3juta.

Dalam menetapkan kenaikan UMP, pemerintah daerah juga
mempertimbangkaninflasidanaspirasiyangdisuarakandaripara
karyawan. Pro dan kontra pastinya muncul karena adanya
keputusanini. Sebabadabeberapakalangan pekerjamenganggap
kenaikan itujauh dari katalayak dan ada juga yang menganggap

kenaikanitusudahlayak.

Namun pemerintah berpendapat bahwa kenaikan tersebut
sudah adil. Lalu apa saja dampak dari kenaikan UMP? Kenaikan
UMPjugaakanberdampakpadadayabelimasyarakatdilndonesia.
Dunia usaha adalah salah satu pendukung perekonomian di
daerah. Jika daya belilemah, hal itu akan menyebabkan dunia

usahamenjadilemahpula.

Dengan naiknya UMP, para karyawan di setiap daerah tentu
akan membantu untuk menaikkan daya beli dan secara tidak
langsung akan membuat konsumsi dalam negeri meningkat.
Peningkatan daya beli juga membantu untuk mendorong
munculnyausaha-usahabarudimasyarakat.

Adapun dampak dari daya beli yang meningkat adalah harga
barangjugacenderungakannaik. Tentunyakenaikanhargabarang
ini tidak diinginkan oleh para karyawan. Namun kecenderungan
tersebutsepertinyaakansulitdiantisipasiolehpemerintahkarena

dayabeliyangmeningkat.

Memangpenetapanupahminimumburuhinimenjadidilema.
DisatusisiburuhberharapadanyakenaikanUMPdan UMK tetapi
di sisilain pengusaha keberatan karena akibat kondisi Covid-19
yang telah berjalan hampir dua tahun ini bisnis mengalami
tekanan.Salahsatusolusiyangbisaditawarkanpemerintahadalah
memberikan insentif pajak kepada pengusaha. Dengan demikian
pengusahabisamenekansalahsatuaspekbiayayangnantinyabisa
dialihkan untukkenaikan gajikaryawan.

Memang penetapan UMP maupun UMK harus benar-benar
memikirkansemuaaspek. Tidakhanyakepentinganburuh, tetapi
jugakepentinganpengusaha. Disinilahletakperanpemerintah. [

Sistem Pendidikan
BerdayalLenting

NADIA FAIRUZA

Peneliti Center for Indonesian
Policy Studies (CIPS)

endidikan ada-
lah sektor yang
sangat rentan
disrupsi saat kri-
sis dan bencana.
Pandemi Covid-
19 misalnya te-
lahmemaksalebih dari290juta
siswa di dunia untuk mengikuti
pembelajaran jarak jauh akibat
penutupan sekolah. Fenomena
dengan skala sebesar ini tidak
pernah terjadi sebelumnya da-
lam sejarah.

Bercermin pada konteks In-
donesia, proses pembelajaran
jarakjauh yang sudah dilaksana -
kanlebih dari satu setengah ta-
hun lamanya dipercaya tidak
efektif. Sistem pembelajaran ini
menghadapiberbagaitantangan
seperti kurangnya akses pembe-
lajaran, terutama di daerah rural
dan di antara keluarga miskin
serta penurunan kesehatan
mentaldanfisikgurudansiswa.

Meskipun berbagai upaya
telah dilakukan untuk mem -
permudah pembelajaran jarak
jauh dan mempercepat pelak -
sanaanpembelajarantatapmu -
ka, sepertidistribusi paketban-
tuan internet gratis, pember-
lakuan kurikulum darurat, di-
versifikasi media pembelajaran
melalui televisidan radio, hing-
ga vaksinasi bagi tenaga pendi-
dikan dan siswa, efek samping
pandemiberupapenurunanke-
mampuanbelajar (learningloss)
tidak terhindari.

Data dari Bank Dunia mem-
perlihatkan bahwa siswa di
Indonesia mengalami learning
loss setara dengan 0,9 tahun
atau sekitar 10 bulan sejak pan-
demi tahunlalu dankehilangan
25 poinpadaskorliterasi PISA.

Persoalan lain yang sama
mendesaknya atau bahkan
lebih adalah krisis iklim yang
dampaknya sudah dapat dira-

sakan saat ini. Krisis iklim me-
ngancam keselamatan hidup
populasi dunia, terutama gene-
rasimuda.

Jumlah bencana alam yang
diasosiasikan dengan krisis
iklim meningkat dari tahun ke
tahun. Berdasarkan data dari
Badan Nasional Penanggulang-
an Bencana (BNPB), jumlah
bencanadilndonesiaselalume -
ningkat setiap tahunnya. Per
2020 terjadi 4.650 bencana
alam di Indonesia atau hampir
tiga kali lipat dari jumlah ben-
canayang tercatat terjadi sepu-
luh tahunlalu.

Penelitianmenunjukkanbah-
wa anak-anak yang menjadi kor-
ban daribencana yang disebab-
kan krisis iklim juga cenderung
mengalami penurunan pen-
capaian pendidikan secara ke-
seluruhan, kemunduran per-
forma akademik dan lebih sering
absendarisekolah.

Bahaya pandemi dan krisis
iklim memperlihatkan bah-
wa sistem pendidikan wajib
dilindungi agar masyara-
kat, terutama generasi mu-
da sebagai penerima man-
faat dari sistem pendidikan,
dapat menjalankan peran-
nyaditengah-tengah komuni-
tas untuk menghadapi dan me-
nyelesaikan ancaman konflik,
krisis, dan bencana di masa
yangakan datang.

Apayang dimaksud dengan
sistem pendidikan berdaya len-
ting? Sistem pendidikan berda-
ya lenting adalah sebuah ke-
rangka pemikiran yang menca-
kup berbagai konsep. Berdasar-
kan pemaparan dari UNESCO,
sistem pendidikan berdaya len-
ting adalah sistem pendidikan
yang memiliki perencanaan
matang untuk mencegah, me-
nanggapi, dan bertahan dalam
kondisi darurat seperti krisis,
konflik, bahkan pandemi.

Selain itu, sistem pendidi-
kan berdaya lenting juga perlu
mempersiapkangurudansiswa
untuk dapatberadaptasimeng-
hadapi tantangan di masa de-
pan. Fokus dalam mempersiap-
kan sistem pendidikan yang
berdaya lenting merupakan
topik yang semakin sering di-
bahas, terutama dalam proses
pemulihan pandemi Covid-19.

Jauh sebelum pandemi, sis-
tem pendidikan yang berdaya
lenting seharusnya sudah men-
jadifokuskhususbagiIndonesia
yang memiliki karakteristik

geografi rawan bencana alam
seperti banjir, gunung meletus,
gempabumi, danlain-lain.

Mitigasibencanayang men -
cakup perencanaan proses
pembelajaran yang dapat dilak-
sanakan selama dan setelah
berakhirnya bencana sudah se-
harusnya direncanakan secara
sistematis.

Sayangnya, saat ini sistem
pendidikan di Indonesia belum
cukup kuat untuk menghadapi
tantangan dan krisis di masa
depan.
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Pemerintah memang sudah
memiliki rencana konkret
untuk mempersiapkan sistem
pendidikan berdaya lenting.
Pada tahun 2019, Presiden
Jokowi sudah menginstruksi-
kan untuk memasukkan pela-
jaran terkait dengan tanggap
bencana di kurikulum sekolah,
yang kemudian diwujudkan
dengan Permendikbud Nomor
33/2019 tentang Penyeleng-
garaan Program Satuan Pendi-
dikan Tanggap Bencana (SPAB)
untuk mempersiapkan sekolah
serta perangkat sekolah dalam
menghadapibencana.

Akan tetapi, masih banyak
yang perlu dipersiapkan untuk
benar-benar mendorong ter-
ciptanya sekolah tanggap ben-
cana. Sebagai contoh, infras-
truktur pendidikan yang ada
saat ini belum banyak yang ma-
sukkategoritahanbencana.

Bahkan masih banyak in-
frastruktur sekolah yang jauh
darikategorilayak, terutama di
perdesaan. Pandemi Covid-19
inijugamemperlihatkanbahwa
bencana alam bukanlah satu-
satunya tantangan yang perlu
diperhatikan. Pembatasan fisik
yang memaksa pembelajaran
dilakukandirumahsecaraman-
diri memperlihatkan penting-
nya infrastruktur pendukung
pembelajaran seperti akses
internetdan telekomunikasi.

Meskipun sekolah sudah
berangsur-angsur dibuka, perlu
adasebuahmekanismeyangme-
ngatur bagaimana pengajaran
dapat dilakukan tanpa perlu
berpusat di sekolah dengan ri-
siko learning loss yang minim.
Tentu saja ini bukan hal yang

mudah dirumuskan mengi -

ngat keragaman kondisi dan
konteks ekonomi sosial di tiap
daerah.

Sistem pendidikan berdaya

lenting juga perlu memper-
siapkansiswauntuktetapda-
pat berkembang di tengah-
tengah kondisi sulit. Pada
saatinikontenpembelajaran
yangdiajarkandikelasbelum
sepenuhnya relevan dengan
berbagaiperubahan dunia.
Metode pembelajaran yang
diajarkan diIndonesiapadasaat
ini umumnya belum mengede-
pankan pengembangan ke-
mampuanberpikirkritisdanbe-
lum fokus pada konten-konten
pembelajaran yang mening-
katkan daya saing siswa. Pada-
hal, kemampuan inilah yang
akan membantu generasi muda
untuk menghadapi berbagai
krisisdankonflikdimasadepan.

Lalu,bagaimana caranyaagar
sistem pendidikan dapat selalu
meresponstantangan zaman?

Pendidikan kebencanaan se-
harusnya dapat dimasukkan da-
lam kurikulum sekolah. Untuk
merespons konflik danbencana
dimasadepan, sebuah kerangka
kerja perlu dibangun untuk
mengurangi kerentanan siswa,
guru, sekolah, dan pemangku
kepentinganrelevanlainnya.

Berdasarkan studi dari To-
ranietal. (2019), pendidikanke-
bencanaan merupakan langkah
paling hemat dan tepat untuk
meminimalisasi dampak kon-
flik dan bencana. Mengingat ini
adalah bagian dari kemampuan
bertahan hidup, sudah sepa-
tutnyapendidikankebencanaan
diajarkan sejak usiadini.

Pembangunan infrastruk-
tur dan teknologi pendidikan
yang merata di berbagai daerah
merupakan komitmen peme-
rintah yang wajib diwujudkan
dandikawalbersama-samapro-
sesnya. Pemerataan akses pen-
didikanmenjadisangatpenting
dalam memperkecil kesen-
janganpendidikanantardaerah
urban dan perdesaan di Indo-
nesia. Akses infrastruktur pen-
didikan yang merata pada par-
tisipasi belajar siswa dan mem-
persiapkan mereka mengha-
dapitantangan dimasadepan.

Selanjutnya, sistem pendi-
dikanyangberdayalentingakan
selalu memprioritaskan pe-
ngembangan kemampuan fun-
damentalsepertiliterasidannu-
merasi yang menjadi bahan da-
sar bagi penguasaan ilmu-ilmu
lainnya. Tanpa dasar-dasar ini,
siswa akan kesulitan mempela-
jariilmu-ilmulainyangakanber-
guna bagi kehidupan mereka ke
depannya. Berbagaikompetensi
yangdibutuhkansaatini, teruta-
mayangberkaitan dengan kom-
petensi teknologi dan digital,
membutuhkan kemampuanli -
terasidan numerasiyangbaik.

Kemampuan inovasi, ber-
adaptasi, dan berpikir kritis
menjadi kunci dalam menja-
lankan sistem pendidikan ber-
daya lenting. Kemampuan ini
perlu diajarkan sedari dini
kepada siswa dan guru sebagai
modal untuk menghadapi ber-
bagai perubahan yang terjadi
dalam sistem pendidikan.

Sistem pendidikan di Indo-
nesia yang tergolong kaku dan
hanya memprioritaskan peme-
nuhan kurikulum juga perludi -
ubah. Pembelajaran harus difo-
kuskan pada aktivitas yang me-
rangsangprosesberpikirmelalui
diskusi dan penekanan pada ke-
mampuan pemecahanmasalah.

Terakhir, perlu ada kesadar-
andiantara para pemangkuke-
pentingan akan pentingnya
peran pendidikan dalam meng-
hadapi perubahan zaman. Se-
mua pemangku kepentingan
yang terlibat dalam sistem pen -
didikan sepertipemerintah, se -
kolah, guru, orang tua, siswa,
komunitas, dan lain-lain harus
memilikipandanganyangsama
agardapatmewujudkankansis-
tem pendidikan berdaya len-
ting yang dapat memitigasi
bencana dan mempersiapkan
generasi muda untuk berbagi
tantangan dimasadepan. []
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Direktur Rumah Moderasi
Beragama, Dosen Fakultas Syariah
dan Pascasarjana UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

T

anggal 16 No-
vember diper -
ingati  sebagai
Hari Toleransi In-
ternasional (In-
ternational Day
for  Tolerance).
Hari toleransi internasional
yang dicetuskan berdasarkan
hasil kesepakatan dari sidang
umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa(PBB)padal995inirele -
van untuk dijadikan titik pijak
pencapaian  kemanusiaan.
Tentu pengadopsian Declara -
tion of Principles on Tolerance
yang telah disepakati sebe -
lumnya oleh negara-negara
anggota UNESCO pada 16 No -
vember 1995 di Paris, yang dija -
dikan basis argumen hari to -
leransi sedunia, sangat relevan
untuk diketengahkan saatini.
Di tengah keragaman bu -
daya, etnik, bahasa, agama, to -
leransi menjadi satu sikap
fundamental yang harus di-
kuatkan. Keragaman pada satu

sisi dapat melahirkan kontes -
tasi dan kompetisi yang ber-
ujung pada rivalitas. Dalam
konstruksi ini, dua kelompok
yang berbeda akan beradu ar-
gumen untuk saling menjatuh-
kan, mengalahkan, dan bahkan
menghabisi.

Sementara di sisilain, kera -
gaman dapat menjadi modal
untuk berkolaborasi. Realitas -
nya, keragaman tidak selu-
ruhnya berujung kolaborasi.
Yang terjadijustru keragaman
dinalar sebagai pertarungan,
persaingan, dan pergulatan
yangmenggiringkehidupanda-
lam "laga". Persepsi ini telanjur
terbangun dibenakmasyarakat
sehingga perbedaan kemudian
dengan mudah menyulut sum-
bukebencian danbahkan peng-
hakiman atas nama agama. Fe-
nomena inilah yang disebut
oleh Kiai Abd A'la sebagai ja-
hiliah kontemporer.

Fakta ini terjawab dari hasil
riset Setara Institute (2021)
yang beberapa datanya ditu -
runkan oleh KORAN SINDO
(21/10/21). Setara Institute
mencatat tindakan kekerasan
kebebasan beragama pada ta -
hun2020antaralainpenolakan
kegiatan sebanyak 62 kasus,
kekerasan 32 kasus, perusakan
tempat ibadah 17 kasus, pela-
rangan aktivitas ibadah seba -
nyak8kasus, penolakan tempat
ibadah sebanyak 6 kasus, pe -
laporan penodaan agama dan
intoleransi masing-masing 5
kasus. Harian ini menurunkan
liputan sejumlah kasus intole -
ransi, misalnya penolakan re -
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Merayakan Keragaman, Menguatkan Keberagamaan

novasi menara masjid di Sen-
tani, Papua (2018), pelarangan
ibadah terhadap biksu di
Tangerang (2018), penyerang-
an Klenteng di Kediri (2018),
gangguan beribadah oleh se-
kelompok orang di Kabupaten
Bekasi, Bogor, dan Mojokerto
(2020), serta penggere-
bekan peribadatan di Ci-
karang, akhir2020.
Rentetan peristiwa se-

perti yang disebutkan di
atassejatinyaadalahfeno-
mena gunung es semata.
Penulis meyakini bahwa
masih terdapat kasus-ka -
sus lain yang tidak ter-
ekspos ke publik. Jika an-
caman kehidupan seperti
demikian tidak dicarikan
jalan keluarnya, niscaya
kekerasan dalam kehi-
dupan beragama tetap
akan terjadi. Setidaknya
yang dibutuhkan adalah ru-
musan untuk mencegah dan
mengontrol kompleksitas into-
leransi agar tidak meluas me-
lampauirealitas sosial-budaya.

Keragaman
sebagai Rahmat
Keragaman perspektif, ide,
gagasan, dan wawasan dalam
kehidupan sosial, termasuk
juga dalam beragama yang di-
warnai dengan banyak pen-
dapat yang berbeda (ikhtilaf),
sejatinya menjadijawaban kon-
kret bagaimana keragaman itu
menjadi rahmat. Keragaman
idedan gagasan dapatmemper -
kaya perspektif untuk selalu
disesuaikan dengan konteks

danrealitas sosiokultural yang
mengitari. Keragaman dapat
mengantarkan pada satu kon-
sepsi besar untuk ditarik pada
satu sikap penerimaan terha-
dapyanglain (others).

Dalam disiplin hukum Is-
lam, Muhammad bin Abdur-
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rahman al-Syafi’'i dalam kar-
yanya Rahmat al-Ummabh fi al-
Ikhtilaf al-Aimmah menunjuk-
kan akan keragaman pendapat
daripelbagai mazhab. Karyaini
telah menggambarkan dengan
jelas bahwa dalam hukum Is-
lam, aspek aksesibilitas itu
sungguh ada, bahkan sangat
kuat. Hal ini menandakan bah-
wa peluang terjadinya perbeda-
an sangat berpotensi dengan
didukung oleh sumber-sumber
ajaranyangjuga akurat. Dalam
konteks itu, moderasi beraga-
ma dengan cara pandang yang
moderat dalam pemahaman
yang beragam itu menjadi se-
buah kekayaan historis untuk
senantiasa dikuatkan. Dengan

katalain tradisi keragaman ti-
dak menjadi kendala dalam
melakukankonstruksipenalar-
an dalam pencapaian kemanu-
siaan.

Dalam sejarahnya, banyak
golongan yang hendak menye-
ragamkan dan menafikan kom-
pleksitas. Akibatnya yang
terjadi adalah perdebatan
yang tak berfaedah dan
berujung pada dua kelom-
pok yang bertentangan.
Konsepsi ini merupakan
sifat eksklusif yang pada
akhirnyamelahirkansikap
diskriminatif, misalnya
dalam hal doa bersama,
mengucapkan  selamat
hariraya keagamaan, dan
perdebatan tentang pe-
mimpin nonmuslim. Kon-
struksi pola tersebut tidak
menoleransi perbedaan
dan pluralitas keber -
agamaan dan berambisi menja-
dikan segala kebenaran men -
jadi tunggal dan seragam. Kon-
teks inilah yang disorot oleh
Khaled Abou el-Fadl sebagai
fenomena "jebakan otorita -
rianisme" dalam ber-agama
yang didapat dari penalaran
tekskemudiandikeluarkanatas
nama "otoritatif Tuhan". Keti-
dakmampuan untuk melaku-
kan dialog dan menempatkan
sikap hormat terhadap orang
lain menjadi penyakit sosial
yang mengantarkan pada perti-
kaian, permusuhan, dan akhir-
nya berujung pada kekerasan
dantindakanbrutal.

Padatitikinilahtoleransime-
njadi tumpuan sebagai sikap

penghormatan terhadap ke -
ragaman dunia. Toleransi tidak
sekadar menjadi kewajiban mo-
ral, tetapi juga menjadi persya-
ratan politik dan hukum bagi
individu, kelompok, dannegara.
Secara tersurat, dalam pembu-
kaan Konstitusi UNESCO yang
diadopsi pada 16 November
1945 disebutkan bahwa per-
damaian, jika tidak ingin gagal,
harus didasarkan pada soli-
daritas intelektual dan moral
umat manusia. Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia pada
Pasal 26 juga menegaskan ba-
hwapendidikanharusmempro-
mosikan pemahaman (under-
standing ), toleransi, dan pers-
ahabatan diantara semuabang-
sa, kelompokrasatauagama.

Penguatan
Moderasi Beragama
Dalam Declaration of Prin-
ciples on Tolerance yang menjadi
landasan pencetusan Hari To-
leransi Internasional disebut-
kan bahwa pendidikan meru -
pakan cara paling efektif untuk
mencegah intoleransi. Hal ini
sangatrelevan denganprogram
penguatan moderasi beragama
yangsaatinisedang disuarakan
(speak up), diarusutamakan
(mainstreaming), dikuatkan
(strengthening), dan diimple -
mentasikan  (implementing),
terutama oleh Kementerian
Agama yang menempatkannya
sebagai program prioritas. Ke
depanpenguatanmoderasiber-
agama akan masif dijalankan
oleh seluruh kementerian dan
lembaga mengingat moderasi

beragama telah masuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
Moderasi beragama menjadi
jalan penguatan keberagamaan
yang humanis, harmonis, ega-
liter, toleran, dan penuh keda-
maian.
Moderasiberagamamenjadi
kunciuntukmerealisasipotensi
humanisme keindahan ajaran
agama yang pada awalnya me-
mangbertujuan untuk mencip-
takan keindahan dan kedamai-
an. Moderasi beragama mene -
kankan pada cara pandang
dalammemaknaidanmenafsir-
kan ajaran agama penuh de-
ngan nilai-nilai keseimbangan
(balance) dan adil (justice).
Dalam konteks inilah konsep
tafsir tunggal yang memono-
poli kebenaran akan terhindar.
Yang ada adalah sikap meng-
hormati terhadap tafsir dan
pendekatan yang dilakukan
oleh pihak lain sehingga ada
titik temu kesepahaman yang
kokoh di antara keragaman
opinidanpendapat.
Konstruksi ini perlu di-ba-
ngun secara terus-menerus me-
lalui pendidikan moderasi ber-
agama agar tidak terjadi kese-
wenang-wenangan dan meng-
ikutiegoismekepentinganpriba-
di atau kelompok dalam men -
jalani kehidupan keagamaan.
Pendidikan moderasi beragama
sangat diperlukan dalam upaya
pembinaan masyarakat dengan
pengenalan pendekatan-pende-
katan moderat yang dapat men -
cerahkan pola pikir dan pema-
hamankeagamaan. Semoga. []
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